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Abstrak
Policy paper ini menguraikan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah salah satu 
instrumen dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk men-
dukung pembangunan nasional. Setiap Kementerian/Lembaga (K/L) menyusun RKA sebagai 
acuan dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan kebutuhan masing-masing untuk mencapai 
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun, dalam implementasinya, terkadang terjadi 
kesenjangan antara RKA dengan pelaksanaan anggaran, yang dapat menghambat pencapaian 
tujuan. policy paper ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab kesen-
jangan ini. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang mencakup 
studi literatur, wawancara, dan observasi partisipatif dalam penyusunan anggaran. Pembahas-
an paper ini menunjukkan bahwa beberapa faktor berkontribusi terhadap ketidaksesuaian an-
tara dokumen perencanaan dan realisasi anggaran. Kualitas dokumen perencanaan sering kali 
tidak mencerminkan kebutuhan riil dan prioritas kebijakan. Selain itu, kurangnya data yang 
akurat dan terkini menjadi tantangan dalam penyusunan RKA yang berkualitas. Pemanfaatan 
sistem informasi yang belum optimal juga menjadi masalah, karena banyak proses masih ber-
gantung pada metode manual yang rentan terhadap kesalahan. Paper ini memberikan saran 
berupa pengembangan sistem informasi terpadu yang dapat meningkatkan akurasi, transpa-
ransi, dan efisiensi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Penerapan hal ini 
sebagai kebijakan di Kementerian Agama diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang 
signifikan, seperti peningkatan kualitas perencanaan anggaran, pengambilan keputusan yang 
lebih berbasis data, serta peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di Kemente-
rian Agama.
Kata Kunci:	 Kesenjangan, Ketidaktepatan, Kualitas Dokumen, Perencanaan Anggaran, 

RKA, Sistem Informasi

Abstract
This policy paper describes that Work Plan and Budget (RKA) is one of the instruments in the 
implementation of the State Budget (APBN) to support national development. Each Ministry/
Institution (K/L) prepares the RKA as a reference in budget implementation based on their 
respective needs to achieve the goals and targets that have been set. However, in its imple-
mentation, sometimes there is a gap between the RKA and budget implementation, which can 
hinder the achievement of goals. This paper aims to identify and analyze the causes of this gap. 
The methodology used is a qualitative descriptive approach, which includes literature studies, 
interviews, and participatory observations in budget preparation. The discussion of the paper 
shows that several factors contribute to the mismatch between planning documents and bud-
get realization. The quality of planning documents often does not reflect real needs and policy 
priorities. In addition, the lack of accurate and up-to-date data is a challenge in preparing a 
quality RKA. The use of information systems that are not optimal is also a problem because 
many processes still rely on manual methods that are prone to errors. This paper provides 
suggestions in the form of developing an integrated information system that can improve ac-
curacy, transparency, and efficiency in the budget planning and implementation process. The 
implementation of this as a policy in the Ministry of Religion is expected to produce significant 
positive impacts, such as improving the quality of budget planning, more data-based decision-
-making, and increasing accountability in budget management in the Ministry of Religion.
Keywords:	 Gaps, Inaccuracies, Document Quality, Budget Planning, RKA, Information 

Systems
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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/
Lembaga (RKA K/L) merupakan instru-
men penting dalam pembangunan nasional 
(Dama et al., 2024), karena menjadi dasar 
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap 
tahun melalui Undang-Undang (Ginting, 
2023). RKA K/L berfungsi untuk memasti-
kan bahwa alokasi anggaran mencerminkan 
kebutuhan masyarakat (Dama et al., 2024), 
serta sesuai dengan prioritas pembangunan 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ser-
ta untuk meningkatkan akuntabilitas dan 
transparansi dalam pengelolaan keuangan 
publik (Gunawan, 2016). Selain itu, RKA/
KL juga berperan dalam pengawasan dan 
evaluasi pelaksanaan program-program 
pembangunan, sehingga dapat mengiden-
tifikasi masalah dan melakukan perbaik-
an yang diperlukan (Armia & Indrawati, 
2020). Dengan demikian, RKA/KL tidak 
hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, 
tetapi juga sebagai instrumen untuk men-
capai tujuan pembangunan yang lebih luas 
dan berkelanjutan (Rahim, 2022).

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
(RKA) oleh Kementerian/Lembaga (K/L) 
sering kali terhambat oleh berbagai kendala, 
seperti keterbatasan kapasitas sumber daya 
manusia dan kesulitan dalam pengumpulan 
data yang akurat. Penelitian menunjukkan 
bahwa penganggaran yang tidak optimal 
dapat disebabkan oleh kurangnya partisi-
pasi dalam penyusunan anggaran, yang ber-
pengaruh terhadap kinerja manajerial 
(Damayanti & Fitriah, 2023). Selain itu, ke-
tidakpastian ekonomi dan perubahan kebi-
jakan yang dinamis juga mempengaruhi ke-
akuratan perencanaan anggaran, yang pada 

gilirannya dapat menyebabkan ketidaksesu-
aian antara dokumen perencanaan dan pe-
laksanaan anggaran (Utami & Abbas, 2023). 
Hal ini terlihat dalam konteks Kementerian 
Agama, di mana tantangan dalam analisis 
data dan pemantauan evaluasi perencanaan 
anggaran menjadi isu yang signifikan (Hari-
yanto, 2020;  Santoso, 2021).

Kesenjangan antara dokumen perencanaan 
dan pelaksanaan anggaran di Kementerian 
Agama sering kali disebabkan oleh penyu-
sunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
yang tidak tepat. Hal ini dapat terjadi akibat 
asumsi yang tidak akurat, data yang tidak 
lengkap atau kadaluarsa, serta perubahan 
situasi ekonomi atau kebijakan yang sulit 
diprediksi (Fatriani, 2023). Ketidaksesuai-
an ini berujung pada alokasi anggaran yang 
tidak selaras dengan kebutuhan riil, yang 
mengakibatkan banyak revisi, pagu minus, 
dan potensi usulan penambahan anggaran 
(ABT) (Utami & Abbas, 2023). Secara kese-
luruhan, kondisi ini menciptakan persepsi 
bahwa dokumen perencanaan dan anggaran 
memiliki kualitas yang rendah, yang pada 
akhirnya mempengaruhi efektivitas penge-
lolaan anggaran di Kementerian Agama 
(Fatriani, 2023) (Abdullah et al., 2020). 

Identifikasi Masalah

Kualitas dokumen perencanaan yang ma-
sih belum memadai sering kali diakibatkan 
oleh ketidaktepatan input data anggaran 
yang diusulkan (Savitri et al., 2019) (Riswat, 
2021). Ketidaktepatan ini biasanya disebab-
kan oleh kurangnya sistem validasi yang 
memadai dalam proses penyusunan ang-
garan (Anwar et al., 2024). Karena banyak-
nya data yang masih diolah secara manual, 
potensi kesalahan dalam input data menjadi 
lebih tinggi (Wolu & Rada, 2024). Keterba-
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tasan ini menunjukkan perlunya penerapan 
sistem validasi yang lebih canggih dan oto-
matis untuk memastikan keakuratan data 
yang digunakan dalam perencanaan ang-
garan (Wolu & Rada, 2024). Kekurangan 
dalam penyusunan anggaran yang selama 
ini terjadi di lingkungan sekretariat Jende-
ral, khususnya dalam hal akurasi pengusul-
an anggaran akan berdampak pada tingkat 
relevansi, efisiensi dan efektivitas pelaksa-
naan program dan anggaran secara keselu-
ruhan.

Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan 
sistem informasi untuk perencanaan turut 
berkontribusi terhadap rendahnya kualitas 
dokumen perencanaan. Sistem informasi 
yang belum dikembangkan secara maksimal 
mengakibatkan proses perencanaan yang 
berjalan kurang efisien dan kurang mampu 
memberikan data yang akurat dan relevan. 
Penggunaan teknologi informasi yang le-
bih maju dan terintegrasi diharapkan dapat 
membantu memperbaiki kualitas input data 
dan mendukung validasi yang lebih baik 
(Elisabeth, 2019), sehingga menghasilkan 
dokumen perencanaan yang lebih berkuali-
tas dan dapat diandalkan.

Rumusan Masalah

Kesenjangan antara Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga 
(K/L) dengan pelaksanaan anggaran se-
ring kali disebabkan oleh keterbatasan data 
yang diperlukan dalam proses penyusun-
an. Selama ini, penyediaan data dilakukan 
secara manual, yang mengakibatkan keti-
daktepatan dalam input ke dalam aplikasi 
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi 
(SAKTI). Ketidaktepatan data ini akhirnya 
berimplikasi pada kualitas dokumen pe-
rencanaan yang kurang optimal, sehingga 

mempengaruhi pengalokasian dan pelak-
sanaan anggaran. Kementerian Agama per-
lu melakukan terobosan untuk mengatasi 
masalah ini, agar kualitas perencanaan dan 
pelaksanaan anggaran dapat ditingkatkan 
secara signifikan.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan

1.	 Mengidentifikasi dan memahami pe-
nyebab utama ketidaktepatan dokumen 
perencanaan RKA;

2.	 Menilai dampak ketidaktepatan ini ter-
hadap efektivitas pelaksanaan anggar-
an;

3.	 Meningkatkan kesadaran pembuat ke-
bijakan tentang urgensi masalah ini;

4.	 Mendorong langkah-langkah strategis 
untuk meningkatkan kualitas penyu-
sunan RKA; 

5.	 Menyoroti pentingnya penerapan sis-
tem informasi yang canggih dan valida-
si data yang lebih baik.

Manfaat

1.	 Memperbaiki kualitas dokumen peren-
canaan sehingga lebih akurat dan andal.

2.	 Mengoptimalkan penggunaan dan alo-
kasi sumber daya dalam anggaran.

3.	 Mengurangi potensi kesalahan dan ine-
fisiensi dalam perencanaan dan pelak-
sanaan anggaran.

4.	 Memberikan dasar yang kuat bagi kebi-
jakan yang responsif terhadap dinami-
ka perubahan.

5.	 Mencapai tujuan pembangunan nasio-
nal dengan lebih optimal.

Kerangka Teori dan Konseptual

Dalam upaya meningkatkan kualitas do-

---Kebijakan Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran... [Rijal Roihan]; Halaman 429-446---
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kumen perencanaan, khususnya Rencana 
Kerja dan Anggaran (RKA), diperlukan pe-
mahaman yang mendalam mengenai bebe-
rapa teori yang relevan dan populer dalam 
konteks manajemen dan kebijakan publik. 
Pertama, Teori Sistem Informasi Manaje-
men (Management Information System 
- MIS) menjadi landasan penting untuk 
mendukung proses pengumpulan, pengo-
lahan, dan validasi data anggaran (Panges-
tu, 2007). Teori ini menekankan penting-
nya penerapan teknologi informasi yang 
canggih dan terintegrasi untuk memastikan 
keakuratan dan efisiensi dalam penyusun-
an RKA (Pangestu, 2007). Dengan sistem 
informasi yang baik, proses manual yang 
rentan terhadap kesalahan dapat diminima-
lisir, sehingga data yang digunakan dalam 
perencanaan lebih andal dan mutakhir (Sal-
im, 2020) (Yunita & Rosmawati, 2021).

Selanjutnya, Teori Penganggaran Berbasis 
Kinerja (performance-based budgeting) 
yang menekankan pentingnya pengukur-
an kinerja dalam penganggaran. Penelitian 
menunjukkan bahwa penerapan perencana-
an anggaran berbasis kinerja dapat mening-
katkan akuntabilitas dan efektivitas peng-
gunaan anggaran (Dhamara & Fauzi, 2023) 
(Akbar, 2018) (Anggraeni & Saleh, 2020). 
Meskipun dalam praktiknya, sering terjadi 
perbedaan antara perencanaan anggaran 
dan realisasinya karena adanya kecende-
rungan incremental budgeting (baseline), 
birokrasi yang kompleks, serta fleksibilitas 
revisi anggaran yang terbatas.

Lalu ada Teori Perencanaan Strategis (Br-
yson et al., 2018) menjelaskan bahwa pe-
rencanaan yang efektif harus berbasis pada 
analisis lingkungan yang komprehensif, 
formulasi tujuan yang realistis, serta aloka-
si sumber daya yang sesuai. Ketidaksesuai-
an antara tujuan strategis yang tercantum 

dalam dokumen perencanaan dengan im-
plementasi anggaran menunjukkan bahwa 
perencanaan masih kurang berbasis data 
dan analisis yang mendalam (Ummam et 
al., 2023). Oleh karena itu, peningkatan ku-
alitas dokumen perencanaan melaui perba-
ikan sistem verifikasi data dan pengelolaan 
informasi yang lebih baik merupakan tero-
bosan penting untuk diwujudkan.

Selain itu, teori Evidence-Based Policy 
Making (EBPM) yang menekankan bahwa 
pengambilan kebijakan harus berbasis pada 
bukti yang kuat dan valid (Lentari, 2024). 
Pemahaman ini mendorong pengambilan 
keputusan berdasarkan bukti, di mana data 
yang akurat dan terkini menjadi inti dari 
setiap kebijakan yang dirumuskan (Zain et 
al., 2024). Penelitian menunjukkan bah-
wa penggunaan data yang tidak valid atau 
usang dapat mengakibatkan kebijakan yang 
tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebu-
tuhan masyarakat, yang dalam hal ini pe-
nyusunan rencana kerja dan anggarantidak 
sesuai dengan keubutuhan yang nyata.

Terakhir ada teori akuntabilitas publik 
(public accountability) yang menggarisba-
wahi perlunya transparansi dan akuntabi-
litas dalam penyusunan dan pelaksanaan 
anggaran (Albugis, 2016). Mekanisme peng-
awasan dan evaluasi yang ketat harus dite-
rapkan untuk memastikan bahwa anggaran 
yang disusun sesuai dengan kebutuhan riil 
dan dapat dipertanggungjawabkan (Wolok, 
2012). Dengan meningkatkan akuntabilitas 
publik, kepercayaan masyarakat terhadap 
proses penganggaran dapat ditingkatkan, 
mengurangi risiko korupsi dan penyalahgu-
naan dana, serta memastikan alokasi ang-
garan mendukung pencapaian tujuan pem-
bangunan nasional yang lebih efektif dan 
efisien.
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Dengan menggabungkan teori-teori ini, Ke-
menterian Agama dapat mengembangkan 
pendekatan yang komprehensif untuk me-
ningkatkan kualitas dokumen perencanaan 
anggaran, mengatasi ketidaktepatan data, 
dan meningkatkan akuntabilitas serta efisi-
ensi dalam pelaksanaan anggaran. Dengan 
mengintegrasikan pendekatan teoritis ini, 
kebijakan yang diusulkan dalam policy pa-
per ini dapat memiliki dasar akademik yang 
lebih kuat serta lebih relevan dengan reali-
tas pengelolaan anggaran di Kementerian 
Agama.

Tinjauan Pustaka

Beberapa literatur membahas peningkatan 
kualitas perencanaan pembangunan di ting-
kat daerah dengan fokus pada keterlibat-
an pemangku kepentingan dan koordinasi 
antar perangkat daerah. Ada juga literatur 
yang menyoroti pentingnya proses peren-
canaan anggaran yang tepat untuk memi-
nimalisir revisi dokumen anggaran dan ba-
gaimana peningkatan kualitas perencanaan 
dapat membantu optimalisasi penyerapan 
anggaran. Namun, policy paper ini lebih 
berfokus pada konteks nasional dan spesifik 
pada Kementerian Agama, khususnya ber-
dasarkan pengalaman Sekretariat Jenderal, 
dengan pendekatan teori dan konseptual 
yang lebih komprehensif dan menawarkan 
rekomendasi kebijakan yang lebih efektif 
dan efisien. Diharapkan, kebijakan yang di-
usulkan dapat membawa perubahan signi-
fikan dalam peningkatan kualitas dokumen 
perencanaan anggaran, sehingga mendu-
kung tercapainya tujuan pembangunan na-
sional dengan lebih baik dan efisien.

Dalam konteks perencanaan dan pengang-
garan, kualitas dokumen perencanaan, khu-
susnya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), 

sangat bergantung pada ketepatan dan ke-
akuratan data yang digunakan. Penelitian 
menunjukkan bahwa ketidaktepatan input 
data anggaran sering kali disebabkan oleh 
kurangnya sistem validasi yang memadai 
dalam proses penyusunan anggaran (Fir-
mansyah, 2021). Hal ini menjadi perhatian 
serius, mengingat bahwa banyak data yang 
masih diolah secara manual, yang mening-
katkan potensi kesalahan dalam input data. 
Oleh karena itu, penerapan sistem informa-
si manajemen yang canggih dan terintegrasi 
sangat diperlukan untuk memastikan kea-
kuratan dan kemudahan dalam penyusunan 
RKA (Amrin et al., 2023). 

Teori Sistem Informasi Manajemen (Mana-
gement Information System - MIS) mem-
berikan landasan penting dalam mendu-
kung proses pengumpulan, pengolahan, 
dan verifikasi data anggaran. Dengan sistem 
informasi yang baik, proses manual yang 
rentan terhadap kesalahan dapat diminima-
lisir, sehingga data yang digunakan dalam 
perencanaan lebih andal dan mutakhir (Fir-
mansyah, 2021). Selain itu, penelitian oleh 
Daryanti menunjukkan bahwa perencana-
an dan penyusunan anggaran yang tepat 
dapat membantu manajemen menemukan 
penyimpangan dari rencana kegiatan, yang 
pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan 
utilitas sistem anggaran (Daryanti et al., 
2023).

Lebih lanjut, pentingnya partisipasi stake-
holder dalam perencanaan juga tidak dapat 
diabaikan. Penelitian di Kabupaten Mama-
sa menunjukkan bahwa kualitas perencana-
an pembangunan sangat dipengaruhi oleh 
partisipasi aktif dari berbagai pemangku 
kepentingan (Saratu et al., 2020). Dengan 
melibatkan stakeholder dalam proses pe-
rencanaan, dokumen yang dihasilkan akan 
lebih komprehensif dan sesuai dengan ke-

---Kebijakan Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran... [Rijal Roihan]; Halaman 429-446---
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butuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, 
penguatan sistem informasi dan peningkat-
an partisipasi stakeholder dalam pengang-
garan harus menjadi prioritas dalam upaya 
meningkatkan kualitas RKA. 

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan 
perencanaan yang efektif dan efisien, pen-
ting bagi pemerintah dan lembaga terkait 
untuk menerapkan sistem informasi mana-
jemen yang lebih baik dan melibatkan se-
mua pihak dalam proses perencanaan. Hal 
ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas 
dokumen perencanaan, tetapi juga memas-
tikan bahwa alokasi anggaran yang direnca-
nakan dapat memenuhi kebutuhan masya-
rakat secara optimal.

METODOLOGI

Pembahasan ini bertujuan untuk mengi-
dentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan 
kesenjangan antara dokumen perencanaan 
dan pelaksanaan anggaran dalam Anggar-
an Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
di Kementerian Agama. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, penyusunan policy paper 
ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif yang memungkinkan eksplorasi 
mendalam terhadap dinamika dan tantang-
an yang muncul dalam proses perencanaan 
dan penganggaran. Pendekatan ini dipilih 
karena mampu mengungkap kompleksitas 
hubungan antara perencanaan strategis, 
implementasi kebijakan, serta penggunaan 
sistem informasi dalam mendukung trans-
paransi dan akuntabilitas anggaran.

Dalam upaya memperoleh temuan yang 
komprehensif, dalam penyusunan ini di-
terapkan beberapa metode pengumpulan 
data, seperti studi literatur, wawancara, dan 
observasi partisipatif. Studi literatur dila-
kukan untuk memahami teori dan konsep 

yang relevan, seperti: manajemen keuangan 
publik, perencanaan strategis, dan imple-
mentasi kebijakan anggaran, termasuk pe-
manfaatan sistem informasi. Studi ini juga 
mencakup analisis terhadap regulasi, pe-
doman teknis, serta kebijakan resmi terkait 
mekanisme penyusunan dan pelaksanaan 
anggaran di Kementerian Agama. Melalui 
pendekatan ini, penelitian dapat menghu-
bungkan praktik aktual dengan teori yang 
telah dikembangkan dalam berbagai studi 
sebelumnya.

Selain itu, wawancara dilakukan dengan 
para koresponden, seperti pejabat/penge-
lola anggaran di unit perencanaan di Biro 
Perencanaan, Kantor Wilayah Kementeri-
an Agama Provinsi, dan pengguna data dan 
aplikasi anggaran di lingkungan unit kerja 
penyusun. Wawancara ini bertujuan untuk 
menggali pengalaman praktis mereka da-
lam menggunakan sistem e-planning yang 
telah dibangun oleh Biro Perencanaan Sek-
retariat Jenderal, memahami peran pimpin-
an dalam proses perencanaan dan pengang-
garan, serta mengidentifikasi kendala yang 
mereka hadapi dalam menjembatani kesen-
jangan antara rencana dan realisasi anggar-
an. Untuk melengkapi data yang diperoleh, 
penelitian ini juga mengandalkan observasi 
partisipatif guna mengamati langsung pro-
ses penyusunan rencana kerja dan anggaran 
serta implementasinya di lapangan. Obser-
vasi ini dilakukan untuk memahami bagai-
mana sistem e-planning digunakan, sejauh 
mana keterlibatan pimpinan dalam peng-
ambilan keputusan anggaran, serta bagai-
mana dinamika internal dapat mempenga-
ruhi pengelolaan anggaran secara optimal.

Analisis data dilakukan dengan mengguna-
kan teknik analisis tematik, yang memung-
kinkan identifikasi pola, tema, dan kategori 
utama yang muncul dari wawancara dan 
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observasi. Temuan kualitatif ini kemudian 
dikontekstualisasikan dengan hasil studi 
literatur guna membandingkan praktik ak-
tual dengan teori serta best practices dalam 
perencanaan dan penganggaran. Dengan 
pendekatan ini, penelitian dapat mengkaji 
lebih dalam hubungan antara penggunaan 
teknologi informasi, keterlibatan pimpinan, 
serta faktor-faktor yang berkontribusi ter-
hadap kesenjangan antara dokumen peren-
canaan dan realisasi anggaran.

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian 
ini menyusun rekomendasi sebagai solusi 
untuk meningkatkan kualitas perencanaan 
anggaran. Solusi yang ditawarkan menca-
kup optimalisasi pemanfaatan teknologi 
informasi untuk meningkatkan transparan-
si dan akurasi data, peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia (SDM) dalam mema-
hami dan mengelola sistem e-planning, ser-
ta strategi penguatan peran pimpinan da-
lam pengambilan keputusan anggaran agar 
lebih responsif terhadap dinamika kebijak-
an dan realitas implementasi di lapangan. 
Solusi ini diharapkan dapat menjadi reko-
mendasi untuk mengurangi kesenjangan 
antara perencanaan dan pelaksanaan ang-
garan serta mengoptimalkan pelaksanaan 
anggaran di Kementerian Agama.

Dengan metodologi tersebut, penyusunan 
policy paper ini diharapkan dapat mengi-
dentifikasi akar permasalahan secara siste-
matis dan menawarkan solusi yang berba-
sis data serta teori yang telah teruji. Selain 
memberikan kontribusi terhadap pengem-
bangan ilmu pengetahuan dalam bidang pe-
rencanaan dan penganggaran, policy paper 
ini juga diharapkan dapat menjadi referensi 
yang bermanfaat bagi perbaikan tata kelola 
keuangan di Kementerian Agama dan in-
stansi pemerintah lainnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan metodologi di atas, policy pa-
per ini mengungkap sejumlah temuan pen-
ting terkait kesenjangan antara rencana ker-
ja dan anggaran dengan realisasi anggaran 
di Kementerian Agama secara umum, dan 
khususnya di Sekretariat Jenderal. Melalui 
analisis data yang diperoleh dari studi lite-
ratur, wawancara, dan observasi partisipa-
tif, penyusunan ini menyoroti berbagai fak-
tor yang berkontribusi terhadap perbedaan 
antara perencanaan dan implementasi ang-
garan serta dampaknya terhadap pengelola-
an keuangan publik.

Salah satu temuan dalam penyusunan ini 
adalah adanya kesenjangan antara renca-
na kerja dan anggaran yang telah disusun 
dengan realisasi anggaran yang terjadi di 
lapangan. Ketidaksesuaian ini berdampak 
pada efisiensi dalam pelaksanaan program, 
efektivitas pencapaian tujuan strategis, ser-
ta tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan 
anggaran negara. Beberapa faktor utama 
yang menyebabkan kesenjangan ini telah 
diidentifikasi, salah satunya adalah kualitas 
dokumen perencanaan yang belum sepe-
nuhnya mencerminkan kebutuhan riil dan 
prioritas kebijakan. Ditemukan adanya ke-
tidaksesuaian antara tujuan strategis yang 
dirancang dalam dokumen perencanaan de-
ngan alokasi anggaran yang diberikan, se-
hingga menghambat realisasi program yang 
optimal.

Selain itu, kurang memadainya data yang 
akurat juga menjadi faktor yang berkontri-
busi terhadap kesenjangan ini. Penyusunan 
rencana kerja dan anggaran sering kali di-
lakukan dengan dukungan data yang belum 
terkini dan tidak terperinci. Keterbatasan 
sistem informasi yang memadai juga men-
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dukung kondisi ini, di mana keputusan stra-
tegis seringkali diambil berdasarkan infor-
masi yang tidak mutakhir dan kurang valid. 
Ketidakefektifan pemanfaatan teknologi da-
lam proses perencanaan dan penganggaran 
turut menjadi masalah. Meskipun sistem in-
formasi, termasuk e-planning, telah terse-
dia, penggunaannya masih belum optimal. 
Beberapa kendala yang ditemukan adalah 
kurangnya kemampuan sistem informasi 
yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan 
dalam penyusunan RKA, sehingga muncul 
kecenderungan untuk tetap menggunakan 
metode manual dalam proses penyusunan 
anggaran.

Temuan dari studi literatur mendukung 
pentingnya penerapan teknologi informa-
si dalam meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas penyusunan anggaran. Studi 
yang ada juga menegaskan bahwa keter-
libatan pimpinan yang lebih aktif dalam 
proses perencanaan dan penganggaran da-
pat menjadi faktor krusial dalam mengatasi 
kesenjangan antara dokumen perencana-
an dengan implementasi anggaran. Hal ini 
didukung oleh wawancara yang dilakukan 
dengan pejabat di unit perencanaan dan ke-
uangan. Dari wawancara tersebut, diketahui 
bahwa literasi teknologi di kalangan staf su-
dah mumpuni, namun keterbatasan kapa-
sitas atau kemapuan fitur sistem informa-
si yang tersedia menjadi hambatan dalam 
mencapai perencanaan yang lebih akurat 
dan berbasis bukti.

Selain itu, observasi partisipatif yang dila-
kukan selama penyusunan ini menunjuk-
kan bahwa sistem e-planning yang terse-
dia telah dimanfaatkan secara optimal oleh 
pengelola perencanaan dan anggaran yang 
terlibat dalam penyusunan anggaran. Na-
mun, masih adanya pegawai yang meng-
andalkan metode manual, dikarenakan fi-

tur-fitur yang terdapat dalam sistem belum 
optimal dalam meningkatkan efisiensi dan 
akurasi perencanaan. Kurangnya keterli-
batan pimpinan dalam proses ini juga ber-
kontribusi terhadap lemahnya implementa-
si arahan strategis yang telah dirumuskan 
dalam dokumen perencanaan. Ini terlihat 
dari pengetahuan terkait e-planning hanya 
terbatas pada mereka yang terlibat dalam 
penyusunan rencana kerja dan anggaran, 
Aplikasi yang tersedia baru merupakan alat 
untuk kompilasi data atau storage untuk 
kebutuhan dalam penyusunan rencana ker-
ja dan anggaran, belum menjadi alat untuk 
pengambilan keputusan.

Dengan mengintegrasikan hasil dari studi 
literatur, wawancara, dan observasi, pe-
nelitian ini mengonfirmasi bahwa kualitas 
dokumen perencanaan, ketidaktersediaan 
data yang akurat, serta kurangnya peman-
faatan aplikasi yang ada merupakan fak-
tor utama yang menyebabkan kesenjangan 
antara rencana kerja dan anggaran dengan 
realisasi anggaran. Faktor-faktor ini ti-
dak hanya berkenaan dengan penyusunan 
anggaran, tetapi juga dapat menurunkan 
tingkat kepercayaan dalam tata kelola ke-
uangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya 
sistematis untuk meningkatkan kualitas pe-
rencanaan, memperbaiki sistem informasi, 
serta memperkuat kapasitas sumber daya 
manusia agar penyelenggaraan anggaran, 
baik perencanaan maupun pelaksanaan 
anggaran, dapat berjalan lebih transparan, 
akurat, dan sesuai dengan tujuan strategis 
yang telah ditetapkan.

ANALISIS KEBIJAKAN

Pembahasan ini mengungkap berbagai 
faktor yang berkontribusi terhadap kesen-
jangan antara rencana kerja dan anggaran 
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dengan realisasi anggaran di Kementerian 
Agama, khususnya di Sekretariat Jenderal. 
Berdasarkan hasil analisis, tiga aspek utama 
yang menjadi penyebab utama kesenjangan 
tersebut adalah kualitas dokumen perenca-
naan, ketidaktersediaan data yang akurat, 
serta pemanfaatan sistem informasi yang 
masih terbatas. Ketiga faktor ini menjadi 
tantangan yang signifikan dalam upaya me-
ningkatkan kualitas penyelenggaraan ang-
garan di lingkungan Kementerian Agama.

Salah satu penyebab kesenjangan ini adalah 
kualitas dokumen perencanaan yang be-
lum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan 
dan prioritas yang nyata. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dokumen perenca-
naan yang disusun sering kali tidak selaras 
dengan alokasi anggaran yang diberikan, 
sehingga menghambat efektivitas pelaksa-
naan program (Sari, 2022). Hal ini meng-
indikasikan bahwa dokumen perencanaan 
yang ada belum cukup komprehensif dan 
realistis, sebagaimana yang disarankan da-
lam teori perencanaan strategis (Wahyudi, 
2020). Oleh karena itu, diperlukan pening-
katan kualitas dokumen perencanaan mela-
lui pendekatan yang lebih berbasis data dan 
analisis yang mendalam agar dapat lebih 
mencerminkan kebutuhan aktual.

Selain itu, ketidaktersediaan data yang 
akurat dalam proses penyusunan rencana 
kerja dan anggaran juga menjadi tantang-
an tersendiri. Data yang digunakan dalam 
perencanaan sering kali tidak diperbarui 
secara berkala dan kurang terperinci, se-
hingga menghambat proses pengambilan 
keputusan yang tepat (Sunardi & Rozali, 
2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa li-
terasi data dan sistem manajemen infor-
masi yang memadai menjadi unsur penting 
dalam meningkatkan akurasi perencanaan 
dan pelaksanaan anggaran (Muharik et al., 

2023). Studi sebelumnya telah menegaskan 
bahwa pengelolaan data yang baik dapat 
meningkatkan efektivitas perencanaan (Sa-
fira, 2022) serta memungkinkan perumus-
an kebijakan yang lebih berbasis bukti (Ra-
madanti, 2020). Oleh karena itu, penerapan 
sistem manajemen data yang terintegrasi 
dan dapat diakses secara real-time oleh se-
luruh pengguna dan, bahkan pemangku ke-
pentingan menjadi kebutuhan yang mende-
sak.

Di sisi lain, meskipun sudah ada e-plan-
ning, pemanfaatannya masih belum opti-
mal di Sekretariat Jenderal Kementerian 
Agama. Penyebab hal tersebut dalam pro-
ses penyusunan RKA bukan terletak pada 
resistensi pengguna e-planning, melainkan 
pada keterbatasan sistem itu sendiri. Ha-
sil penelitian menunjukkan bahwa sistem 
yang ada belum mumpuni, sehingga belum 
sepenuhnya dapat mendukung kebutuhan 
pengguna dalam penyusunan anggaran. Li-
teratur mengenai implementasi teknologi di 
sektor publik menunjukkan bahwa keber-
hasilan adopsi sistem informasi sangat ber-
gantung pada kesiapan teknologi serta kua-
litas infrastruktur yang digunakan (Hasna, 
2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi 
peningkatan kapasitas sistem informasi me-
lalui pengembangan fitur yang lebih sesuai 
dengan kebutuhan pengguna, integrasi data 
yang lebih baik, serta peningkatan keandal-
an sistem agar dapat dimanfaatkan secara 
maksimal dalam proses perencanaan dan 
penganggaran.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan kondisi aktual dan temuan pe-
nelitian mengenai kesenjangan antara ren-
cana kerja dan anggaran dengan realisasi 
anggaran di Kementerian Agama, terdapat 

---Kebijakan Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran... [Rijal Roihan]; Halaman 429-446---



438

Jurnal Ilmiah Gema Perencana Vol. 3, No. 3, Januari-April 2025; e-ISSN: 2962-1860; p-ISSN: 3047-0153

empat alternatif kebijakan yang dapat diper-
timbangkan. Setiap alternatif menawarkan 
pendekatan yang berbeda dalam mengatasi 
tantangan yang dihadapi. Berikut mengenai 
masing-masing alternatif kebijakan dimak-
sud:

1.	 Perbaikan sistem validasi data perenca-
naan
Perbaikan sistem validasi data peren-
canaan bertujuan untuk memastikan 
bahwa data yang digunakan dalam pe-
nyusunan rencana kerja dan anggaran 
bersifat akurat, relevan, dan terkini. 
Langkah implementasi kebijakan ini 
meliputi pengembangan mekanisme 
berlapis yang mencakup prosedur pe-
ngecekan data di setiap tahap perenca-
naan, serta, tentunya, pembentukan tim 
khusus yang bertanggung jawab untuk 
menelaah dan mengesahkan data se-
belum digunakan dalam proses penyu-

sunan anggaran. Selain itu, pelatihan 
bagi pegawai dalam teknik pengumpul-
an, pengolahan, dan validasi data juga 
diperlukan untuk meningkatkan kesa-
daran akan pentingnya data berkualitas 
dalam mendukung perencanaan yang 
efektif. Penerapan teknologi dalam vali-
dasi data, seperti perangkat lunak yang 
mendukung otomatisasi verifikasi, akan 
membantu meningkatkan efisiensi dan 
akurasi (Judijanto, 2024).
Kelebihan dari pendekatan ini meliputi 
peningkatan ketepatan perencanaan, 
pengurangan kesalahan dan duplika-
si data, serta pengambilan keputusan 
yang lebih berbasis bukti. Namun, tan-
tangan yang mungkin dihadapi adalah 
waktu pelaksanaan dan biaya yang di-
butuhkan dalam pengembangan sis-
tem pemeriksaan yang komprehensif, 
resistensi internal terhadap perubahan 

prosedur, serta kebutuhan terhadap 
sumber daya manusia yang memiliki 
keterampilan khusus dalam manaje-
men data.

2.	 Harmonisasi standar pengelolaan ang-
garan
Alternatif kebijakan ini bertujuan untuk 
menyelaraskan prosedur, kebijakan, 
dan praktik pengelolaan anggaran di 
seluruh unit kerja. Harmonisasi dapat 
dicapai melalui pengembangan stan-
dar operasional prosedur (SOP) terpa-

du untuk setiap aspek penyelenggara-
an anggaran, mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, hingga pelaporan. Selain 
itu, diperlukan pelatihan dan sosialisasi 
secara berkala agar pegawai memahami 
standar yang diterapkan serta mene-
rapkannya secara konsisten (Stiyawan 
et al., 2018). Evaluasi dan audit berkala 
juga menjadi elemen penting untuk me-
mastikan standar ini berjalan dengan 
efektif.
Keunggulan dari harmonisasi standar 

Tabel Scoring Alternatif Kebijakan

No Alternatif Kebijakan

Scoring Alternatif Kebijakan
Jumlah 

SkorEfekti-
vitas

Keber-
lanjutan

Dampak 
Jangka 
Panjang

Kese-
suaian

1 Perbaikan Sistem Validasi Data Perencanaan 4 4 5 5 18

2 Harmonisasi Standar Pengelolaan Anggaran 5 4 4 4 17

3 Peningkatan Fleksibilitas Revisi Anggaran 5 3 3 4 15

4 Pengembangan Sistem Informasi 5 5 5 4 19
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pengelolaan anggaran mencakup pe-
ningkatan konsistensi dalam pengang-
garan dan efisiensi dalam pelaksanaan 
anggaran, serta peningkatan akuntabi-
litas. Namun, tantangan yang dihadapi 
adalah keterbatasan fleksibilitas dalam 
menghadapi perubahan situasi, proses 
penyesuaian yang kompleks akibat ko-
ordinasi antarunit yang intensif, serta 
biaya yang diperlukan untuk pelatihan 
dan implementasi standar baru.

3.	 Peningkatan fleksibilitas revisi anggar-
an
Peningkatan fleksibilitas dalam revisi 
anggaran bertujuan untuk memberikan 
keleluasaan dalam melakukan penye-
suaian anggaran guna merespons peru-
bahan kebutuhan atau kondisi yang ter-
jadi di lapangan. Penerapan kebijakan 
ini mencakup penyederhanaan prose-
dur revisi anggaran dengan mengurangi 
persyaratan administratif yang tidak 
perlu, pemberian kewenangan kepada 
unit kerja untuk melakukan penyesuai-
an anggaran dalam batas tertentu tanpa 
harus melalui prosedur yang berjen-
jang, serta penerapan sistem peman-
tauan dan pengendalian untuk memas-
tikan revisi anggaran dilakukan secara 
transparan dan akuntabel.
Keunggulan dari kebijakan ini adalah 
peningkatan responsivitas terhadap 
perubahan situasi, pemberdayaan unit 
kerja dalam mengelola anggaran secara 
lebih mandiri, serta keberhasilan pe-
laksanaan program yang lebih terjaga. 
Namun, tantangan yang harus diatasi 
meliputi potensi penyalahgunaan jika 
tidak diawasi dengan baik, kemungkin-
an gangguan terhadap kesinambungan 
perencanaan akibat revisi yang terlalu 
sering, serta kebutuhan akan sistem pe-

mantauan yang kuat untuk mengawasi 
perubahan anggaran secara real-time. 
Apalagi sering dinyatakan bahwa revi-
si anggaran mengindikasikan perenca-
naan yang kurang baik (Aptasari et al., 
2022). Di atas itu semua, kewenangan 
revisi anggaran berada di Kementerian 
Keuangan. Kementerian Agama hanya 
mengajukan usulan untuk pelaksana-
an revisi. Namun persetujuan ada di 
Kementerian Keuangan yang diperoleh 
melalui penelaahan.

4.	 Pengembangan sistem informasi
Pengembangan sistem informasi 
bertujuan untuk meningkatkan 
efisiensi, transparansi, dan akurasi 
dalam proses perencanaan, 
penganggaran, dan pelaporan (Annisa 
et al., 2021). Implementasi kebijakan 
ini meliputi pembangunan platform 
terintegrasi yang mencakup seluruh 
siklus penyelenggaraan anggaran, 
mulai dari perencanaan hingga 
evaluasi, penerapan teknologi canggih 
seperti cloud computing dan big data 
analytics untuk memastikan keamanan 
serta aksesibilitas data secara real-
time, serta penyelenggaraan pelatihan 
bagi pegawai untuk memastikan sistem 
digunakan secara optimal.

Keunggulan dari kebijakan ini meliputi pe-
ningkatan kinerja dan produktivitas melalui 
otomatisasi proses, transparansi yang lebih 
tinggi dalam pengelolaan anggaran, serta 
pengambilan keputusan yang lebih berba-
sis data (Supriyanti et al., 2023). Namun, 
tantangan utama dalam penerapan kebijak-
an ini adalah besarnya investasi awal yang 
dibutuhkan, resistensi terhadap teknologi 
baru, serta risiko keamanan siber yang per-
lu ditangani dengan sistem perlindungan 
yang memadai.
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Keempat alternatif kebijakan yang disaji-
kan menawarkan pendekatan yang berbe-
da dalam mengatasi kesenjangan antara 
perencanaan dan realisasi anggaran di Ke-
menterian Agama. Masing-masing memi-
liki keunggulan dan tantangan yang perlu 
dipertimbangkan secara cermat sebelum 
diterapkan. Perbaikan sistem validasi data 
perencanaan akan meningkatkan akurasi 
perencanaan, namun memerlukan inves-
tasi besar dalam teknologi dan pelatihan. 
Harmonisasi standar pengelolaan anggar-
an dapat meningkatkan konsistensi, tetapi 
mungkin mengurangi fleksibilitas dalam 
menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan 
spesifik unit kerja. Peningkatan fleksibili-
tas revisi anggaran memungkinkan respons 
yang lebih cepat terhadap perubahan, tetapi 
memerlukan sistem pengawasan yang kuat 
untuk menghindari penyalahgunaan. Se-
mentara itu, pengembangan aplikasi, dalam 
hal ini e-planning, berpotensi meningkat-
kan efisiensi dan akuntabilitas secara kese-
luruhan, meski kesiapan organisasi dalam 
menghadapi transformasi digital dipandang 
dapat diatasi mengingat literasi digital yang 
sudah mumpuni, tetapi kompleksitas yang 
dibutuhkan dalam sebuah sistem informa-
si menjadi tantangan tersendiri untuk pe-
ngembangannya.

Dalam menentukan kebijakan yang paling 
tepat, diperlukan pendekatan yang integra-
tif dan partisipatif dengan melibatkan selu-
ruh pemangku kepentingan. Kombinasi dari 
beberapa alternatif kebijakan dapat menjadi 
strategi terbaik untuk meningkatkan mutu 
pengelolaan anggaran serta memastikan 
bahwa perencanaan dan pelaksanaan ang-
garan di Kementerian Agama dapat berjalan 
lebih optimal, efisien, dan transparan.

Pemilihan Kebijakan

1.	 Skoring
Untuk dalam melakukan evaluasi atas 
keempat alternatif kebijakan meng-
gunakan metode Likert (Syofian et al., 
2015) dengan empat kriteria pertim-
bangan, yaitu efektivitas, keberlanjut-
an, dampak jangka panjang, dan kese-
suaian. Skala Likert yang digunakan 
sebagai berikut:
1 = Sangat Rendah
2 = Rendah
3 = Sedang
4 = Tinggi
5 = Sangat Tinggi

Berikut adalah tabel scoring untuk ma-
sing-masing alternatif kebijakan berda-
sarkan metode Likert:

2.	 Analisis akademik terhadap skoring al-
ternatif kebijakan
Dalam rangka mengatasi kesenjangan 
antara perencanaan dan realisasi ang-
garan di Kementerian Agama, telah di-
lakukan analisis berbasis skala Likert 
terhadap empat alternatif kebijakan 
berdasarkan empat kriteria utama: efek-
tivitas, keberlanjutan, dampak jangka 
panjang, dan kesesuaian. Hasil skoring 
ini memberikan gambaran komprehen-
sif tentang keunggulan dan tantangan 
masing-masing alternatif kebijakan 
serta relevansinya terhadap perbaikan 
sistem perencanaan dan penganggaran.
a.	 Perbaikan sistem validasi data pe-

rencanaan
Alternatif ini memperoleh skor 
yang tinggi pada aspek dampak 
jangka panjang (5) dan kesesuaian 
(5), menunjukkan bahwa validasi 
data yang lebih ketat dapat mem-
berikan manfaat berkelanjutan bagi 
perencanaan yang lebih akurat dan 
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berbasis bukti. Skor efektivitas (4) 
dan keberlanjutan (4) juga menun-
jukkan bahwa kebijakan ini memi-
liki potensi besar dalam meningkat-
kan kualitas pengelolaan anggaran, 
meskipun implementasinya me-
merlukan sumber daya yang cukup 
besar. Meskipun terdapat tantang-
an terkait investasi awal dan peru-
bahan prosedur yang mungkin pada 
awalnya menghadapi resistensi, ke-
bijakan ini tetap menjadi pilihan 
strategis untuk meningkatkan kete-
patan perencanaan anggaran.

b.	 Harmonisasi standar pengelolaan 
anggaran
Alternatif ini menunjukkan efekti-
vitas yang paling tinggi (5), menan-
dakan bahwa penerapan standar 
yang seragam dalam pengelolaan 
anggaran berpotensi meningkatkan 
efisiensi dan akuntabilitas secara 
signifikan. Namun, aspek keberlan-
jutan (4), dampak jangka panjang 
(4), dan kesesuaian (4) menunjuk-
kan bahwa meskipun kebijakan 
ini memiliki daya guna yang kuat, 
keberhasilannya bergantung pada 
efektivitas koordinasi antaru-
nit kerja serta fleksibilitas dalam 
menghadapi dinamika kebijakan. 
Keterbatasan fleksibilitas ini dapat 
menjadi tantangan bagi unit kerja 
yang memiliki kebutuhan spesifik 
dan berbeda-beda.

c.	 Peningkatan fleksibilitas revisi ang-
garan
Kebijakan ini memiliki skor tinggi 
pada kesesuaian (5), yang menun-
jukkan bahwa fleksibilitas dalam 
revisi anggaran sangat relevan de-
ngan tantangan perencanaan yang 

sering kali membutuhkan penyesu-
aian cepat. Namun, skor efektivitas 
(4), keberlanjutan (3), dan dampak 
jangka panjang (3) menunjukkan 
bahwa meskipun kebijakan ini me-
mungkinkan respons yang lebih 
adaptif terhadap perubahan, ter-
dapat potensi ketidakkonsistenan 
dalam perencanaan jangka panjang 
jika mekanisme pengawasan tidak 
diperkuat. Dengan demikian, mes-
kipun memberikan manfaat dalam 
hal efisiensi operasional, kebijakan 
ini memerlukan sistem pemantau-
an yang ketat agar tidak mengarah 
pada ketidakseimbangan anggaran.

d.	 Pengembangan sistem informasi
Alternatif ini mendapatkan skor 
tertinggi pada efektivitas (5), ke-
berlanjutan (5), dan dampak jangka 
panjang (5), mencerminkan bah-
wa digitalisasi dan integrasi sistem 
informasi memiliki potensi besar 
dalam meningkatkan efisiensi, aku-
rasi, serta transparansi perenca-
naan dan penganggaran. Namun, 
skor kesesuaian (4) menunjukkan 
bahwa penerapan sistem informa-
si memerlukan kesiapan organisasi 
dalam mengadopsi teknologi baru 
serta strategi mitigasi terhadap tan-
tangan, seperti resistensi terhadap 
perubahan dan ancaman keaman-
an siber. Investasi awal yang besar 
juga menjadi pertimbangan utama 
dalam implementasi kebijakan ini.

Kebijakan Strategis dan Dampak

Berdasarkan hasil skoring dan analisis 
di atas, pengembangan sistem informasi 
menjadi alternatif kebijakan yang paling 
unggul secara keseluruhan, terutama da-
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lam meningkatkan efisiensi, efektivitas, 
dan keberlanjutan proses perencanaan dan 
penganggaran. Namun, dalam jangka pen-
dek, perbaikan sistem untuk verifikasi data 
perencanaan dapat menjadi langkah awal 
yang lebih realistis untuk meningkatkan 
kualitas data sebagai fondasi utama dalam 
proses penyusunan rencana kerja dan ang-
garan, atau perencanaan pada umumnya.

Sementara itu, harmonisasi standar penge-
lolaan anggaran dapat diterapkan secara 
bertahap untuk memperkuat konsistensi 
prosedur, dengan tetap memperhatikan 
fleksibilitas di tingkat unit kerja. Sedangkan 
peningkatan fleksibilitas revisi anggaran 
dapat diterapkan dengan mekanisme peng-
awasan yang ketat agar kebijakan ini tidak 
mengarah pada ketidakseimbangan pada 
pagu anggaran.

Keempat alternatif kebijakan yang dianali-
sis memiliki keunggulan dan tantangan ma-
sing-masing. Untuk menghasilkan dampak 
yang optimal, pendekatan yang paling efek-
tif adalah mengombinasikan beberapa alter-
natif dengan mempertimbangkan kesiapan 
kelembagaan dan ketersediaan anggaran. 
Investasi dalam sistem informasi perlu 
menjadi prioritas jangka panjang, sementa-
ra perbaikan validasi data dan harmonisasi 
standar pengelolaan anggaran dapat men-
jadi langkah awal untuk meningkatkan ku-
alitas dan akuntabilitas sistem perencanaan 
dan penganggaran di Kementerian Agama.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Permasalahan kesenjangan antara doku-
men perencanaan dengan realisasi ang-
garan di Kementerian Agama, merupakan 
isu krusial yang berdampak pada kualitas 
penyelenggaraan anggaran dan akuntabili-

tasnya. Penelitian ini mengidentifikasi tiga 
faktor penyebab kesenjangan tersebut: kua-
litas dokumen perencanaan yang belum op-
timal, ketidaktersediaan data yang akurat, 
dan kurangnya pemanfaatan aplikasi secara 
efektif. Faktor-faktor ini saling berinteraksi 
dan menghambat pencapaian tujuan strate-
gis kementerian serta penggunaan sumber 
daya secara optimal.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ter-
sebut, empat alternatif kebijakan diajukan 
dan dianalisis berdasarkan kelebihan dan 
kekurangannya. Alternatif tersebut adalah 
perbaikan sistem validasi data perencanaan, 
harmonisasi standar pengelolaan anggaran, 
peningkatan fleksibilitas revisi anggaran, 
dan pengembangan sistem informasi. Pe-
ngembangan sistem informasi, khususnya 
melalui implementasi e-planning, menun-
jukkan potensi signifikan dalam mening-
katkan mutu penganggaran. Dampak positif 
meliputi peningkatan akurasi dan konsis-
tensi data, proses penganggaran lebih baik, 
transparansi, serta dukungan pengambilan 
keputusan yang lebih baik. Namun, tan-
tangan seperti kebutuhan investasi awal 
yang besar, kesiapan sumber daya manusia, 
dan risiko keamanan data perlu dikelola de-
ngan baik.

Secara keseluruhan, diperlukan pendekatan 
integratif yang menggabungkan perbaikan 
kualitas dokumen perencanaan, pengelola-
an data yang efektif, optimalisasi peman-
faatan sistem informasi, serta peningkatan 
keterlibatan pimpinan dalam pengelolaan 
anggaran. Pendekatan ini diharapkan dapat 
mengurangi kesenjangan antara perenca-
naan dan realisasi anggaran, meningkatkan 
efisiensi dan akuntabilitas, serta mendu-
kung pencapaian tujuan strategis Kemen-
terian Agama. Implementasi kebijakan 
yang komprehensif dan berkelanjutan akan 
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memperkuat tata kelola keuangan yang baik 
dan memberikan kontribusi positif bagi pe-
layanan publik.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, 
Sekretariat Jenderal, selaku koordiantor da-
lam pelaksanaan penyusunan rencana kerja 
dan anggaran di lingkungan Kementerian 
Agama, perlu mengambil strategi melaku-
kan pengembangan sistem informasi terpa-
du sebagai kebijakan dalam rangka pening-
katan kualitas perencanaan di Kementerian 
Agama. Pengembangan aplikasi e-planning 
yang telah ada yang terintegrasi di seluruh 
Unit Eselon 1 diharapkan dapat meningkat-
kan akurasi data, proses perencanaan yang 
berkualitas, dan transparansi dalam penge-
lolaan anggaran. Sistem informasi terpadu 
ini akan memfasilitasi integrasi data dari 
berbagai unit kerja, memungkinkan verifi-
kasi data secara otomatis, dan meminimal-
kan kesalahan yang disebabkan oleh proses 
manual. Selain itu, pemanfaatan teknologi 
informasi akan mendukung pengambilan 
keputusan yang lebih tepat dan responsif 
terhadap dinamika kebutuhan, serta me-
mastikan keselarasan antara rencana stra-
tegis dan alokasi anggaran.

Sebagai tindak lanjut, Sekretariat Jenderal 
melalui Biro Perencanaan dan Pengang-
garan menyusun rencana aksi yang kom-
prehensif untuk mengimplementasikan 
rekomendasi ini. Langkah-langkah konkrit 
yang dapat diambil meliputi pembentukan 
tim khusus yang bertanggung jawab atas 
pengembangan dan pengelolaan sistem 
informasi, investasi dalam infrastruktur 
teknologi dan pelatihan sumber daya ma-
nusia untuk meningkatkan kompetensi di 
bidang teknologi informasi, serta peninjau-
an dan penyesuaian regulasi internal guna 
mendukung operasionalisasi sistem baru. 
Selain itu, diperlukan strategi komunikasi 
yang efektif untuk mensosialisasikan kebi-
jakan baru ini kepada seluruh pegawai dan 
pemangku kepentingan, serta mekanisme 
monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan 
untuk memastikan keberhasilan implemen-
tasi. Dengan komitmen yang kuat dan ko-
laborasi dari semua pihak, pengembangan 
sistem informasi terpadu diharapkan dapat 
mengurangi kesenjangan antara perenca-
naan dan realisasi anggaran, meningkatkan 
efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan 
anggaran, serta mendukung pencapaian tu-
juan strategis Kementerian Agama.
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